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PUTUSAN
Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bir

»—«Q‘J")Wu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Lingk. Cisauheun RT.
026 RW. 009, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar,
Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lela
Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum
berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun
Parung RT.011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan
Banjar, Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor 0342/K/VI1/2017 tanggal 06 Juli 2017

sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingk.
Haurmukti RT.001 RW. 001, Kelurahan Purwaharja,
Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti

di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2017 telah

mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor  0390/Pdt.G/2017/PA.Bjr
tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 14 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : xxxxx tertanggal 14 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan
menempati rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon yang
beralamat di Lingk. Haurmukti Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Purwaharja
kecamatan Purwharja kota Banjar;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai
anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam
keadaan rukun dan harmonis mencapai 3 tahun 10 bulan lamanya;

5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena
Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari
Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni
2016 diamana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini masing — masing beralamat
tersebut diatas;

8. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan
kewajiban sebagai suami istri;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan

batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
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10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon
dan Termohon tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan
ketentuan perundang — undangan yang berlaku yang menjadi dasar
permohonan ini yaitu Undang — undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
permohonan Pemohon patut dikabulkan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima,
memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

kepada Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil — adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang
menghadap sendiri di depan sidang dengan didampingi kuasanya yang sah,
selanjutnya kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal
3 Juli 2017 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Banjar dengan register nomor 0342/K/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 dan telah
pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda
anggota advokat sedangkan Temohon tidak pernah datang menghadap ke
persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah
dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar
Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;
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Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon tanggal 6 Juli 2017 dan telah terdaftar di Register
Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal
6 Juli 2017 tanpa perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, kuasa Pemohon telah

mengajukan alat bukti berupa :
A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 14 Agustus
2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar,
Kota Banjar, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Saksi :

1. xxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di Dusun Cisauheun RT.27 RW.09 Desa Situbatu,
Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian
pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon
dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan
Termohon, penyebabnya karena masalah ekonomi  Termohon

merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
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- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah
tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon
sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya sedangkan
Termohon tinggal di rumah milik bersama;

- Bahwa selama berpisah keduanya tidak terlihat saling kunjung
dan tidak saling urus lagi dalam kehidupan sehari-hari;

- Bahwa keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan, akan
tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di Dusun Cisaheun RT. 26 RW. 09, Desa Situbatu,
Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis
akan tetapi sekitar pertengahan 2016 mulai tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon ketika
Pemohon minta dijemput dari rumah bersama ke rumah orang tua
Pemohon untuk menenangkan diri karena rumah tangganya sedang
ada masalah dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena
masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh
Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini karena antara Pemohon dan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua
Pemohon sedangkan Termohon tinggal di milik bersama sampai

sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
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- Bahwa selama berpisah keduanya tidak terlihat saling kunjung
dan tidak saling urus lagi dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan telah cukup dalam
pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak
hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk
datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan
telah beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/11I/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010 angka 2 dan 3
menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat
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yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan
tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah

adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai
advokat pada P Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Juli 2016 sehingga

kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi
kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat sebagai
advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan
secara tegas menyatakan sebagai kuasa dariPemohon untuk mengajukan
perceraian terhadapTermohon pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas
tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi
maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994,

Menimbang, bahwa permohonan diajukan serta ditandatangani oleh
kuasa Pemohon pada tanggal 6 Juli 2017 atas dasar kuasa khusus tanggal
3 Juli 2017 sehingga pengajuan surat permohonan tersebut mandat dari kuasa
khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan permohonan a

quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki
legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah
melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar,
dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami
isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini
merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari
akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang
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yang berhak untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon

dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak
bulan Juni 2016 disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon
tidak cukup yang akhirnya pada bulan Juni 2016 Pemohon pergi meninggalkan

Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya
Termohon (secara verstek) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah
dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal
165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya

dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai
nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) kecuali
dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah

suami istri yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2012 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi, di bawah
sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;
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Menimbang, bahwa saksi pertama keluarga dekat Pemohon maka
maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki
sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi
Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga
telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi

pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di
persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan
Termohon tidak rukun karena pernah melihat pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon dan antara keduanya tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan
bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama
6 bulan hingga 1 tahun lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan
Termohon dan selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali lagi dan sehari-

hari Pemohon dan Termohon sudah tidak saling urus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa
keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan
belum pernah bercerai;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena bertengkar;
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3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6
bulan lebih;

4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling
kunjung dan keduanya sudah tidak saling urus lagi;

5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal — pasal tersebut terdapat
beberapa unsur — unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik

cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus.

2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan menghubungkan fakta — fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon

dipandang telah memenuhi unsur — unsur terjadinya suatu perceraian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak
rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya berupa
pertengkaran secara fisik dan langsung namun dapat berupa pertengkaran non
fisik seperti yang dlihat oleh saksi-saksi dari sikap Pemohon yang tidak mau
tinggal satu rumah dengan Termohon dan berlanjut terus tanpa ada arah
menuju kerukunan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat
bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata
yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan
sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya

unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 vyaitu
Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya
dan selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah Termohon
begitu juga sebaliknya dan sehari-hari telah mengurus keperluan hidupnya
sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling
mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan
tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan
untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua

juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah
mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon
tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam
kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian
serta tekad Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat
dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap,

bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan
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menimbulkan kemudhoratan, oleh karenanya kemudhorotan tersebut harus

dihindari sesuai dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi:
::.“_.aad\ \_ll; éﬁ- ;JAA .‘A..A‘.AA.“ c.).‘.

Artinya :Menolak ~ kemudharatan  lebih  utama  daripada  menarik
(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
juga berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah
dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah
SWT dalam Al-Qur’an:

1. Surat Al-Bagoroh ayat 227 yang berbunyi :

ole groww alll Ol BMall g0 i 0l

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah
SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09
K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: “Hakim berkeyakinan bahwa rumah
tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah
retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim
mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada

Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah
terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan
Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah
bercerai, maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak

satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon
merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal
114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak
antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum

dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana
Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal
71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa
hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara

Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan sehelai
salinan Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili dan apabila perceraian
dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah
tempat perkawinan dilangsungkan maka dikirimkan juga ke Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah, oleh
karenanya Majelis Hakim secara memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan lkrar Talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar,
Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Purwaharja, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai
sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar

biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Darso bin Kasja) untuk menjatuhkan talak
satu roj'i terhadap Termohon (Esih Satrul Hikmah binti Tohir)di depan
sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim,
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Dzulga'dah 1438 Hijriyah, oleh  Siti Alosh
Farchaty, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulga'dah 1438 Hijriyah, oleh ketua
majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Siti Alosh Farchaty, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Nadimin, S.Ag., M.H. Ana Faizah, S.H.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani
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Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp.  6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)
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